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ABSTRACT

The purpose of this study is to apply its budgeting system to a performance-based budget system. Through the implementation of the principle of good governance that has been done by the government, demands the exsistence of reforms in the field of regional financial management. The reform of the region’s financial management is needed to create transfarency and ancrease accountability in order to realize a government which is trusworhty and professional.
The Padang City Government has implemented a Performance Based Budget and has been in accordance with Permendagri No. 13 of 2006. The implementation of the Regional Budget has the potential to not be in accordance with the planned time, the results of the implementation of programs and activities are potentially not in accordance with the objectives. Head of SKPD / OPD, TAPD and Head of Budget Field are not transparent in determining the location of planned activities. Head of SKPD, TAPD, Head of Budget and Banggar Division of DPRD is negligent not having the same commitment in carrying out the stages during the APBD drafting process starting from the planning stage to the budgeting stage. There are still human resources who do not understand performance-based budgets because of lack of training or training on performance-based budgets or performance-based budgeting. Lack of evaluation of the performance of the previous year, so that the following year's budget compiled tends to be the same. Based on Multiple Linear Regression Tests to see the Effect of Performance Based Budgeting on SKPD Performance in Padang City Government, then there is the effect of implementing performance-based budgeting on SKPD performance in Padang City Government. Simultaneously and partially, there is the influence of Performance-Based Budget Implementation on the Government of Padang City on the Performance of SKPD.
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menerapkan sistem penganggarannya dengan sistem anggaran berbasis kinerja. Melalui penerapan prinsip good governance yang sudah dilakukan oleh pemerintah, menuntut adanya reformasi dibidang manajemen keuangan daerah. Reformasi manajemen keuangan daerah tersebut diperlukan untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas guna mewujudkan pemerintah yang amanah dan profesional.
Pemerintah Kota Padang telah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja dan telah sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006. Pelaksanaan APBD berpotensi tidak sesuai waktu yang direncanakan, hasil pelaksanaan program dan kegiatan berpotensi tidak sesuai tujuan.Kepala SKPD / OPD, TAPD dan Kepala Bidang Anggaran tidak transparan dalam menentukan lokasi atas kegiatan yang telah direncanakan. Kepala SKPD, TAPD, Kepala Bidang Anggaran dan Banggar DPRD lalai tidak memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan tahapan selama proses penyusun APBD mulai dari tahap perencanaan sampai tahap penganggaran. Masih  terdapat  sumber  daya manusia yang kurang memahami anggaran berbasis kinerja karena kurangnya pelatihan atau diklat tentang anggaran berbasis kinerja ataupun penyusunan anggaran berbasis kinerja.  Kurangnya evaluasi terhadap kinerja tahun sebelumnya, sehingga anggaran tahun berikutnya yang disusun cenderung sama. Berdasarkan Uji Regresi Linear Berganda untuk melihat Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintah Kota Padang, maka terdapat pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kota Padang. Secara simultan dan parsial terdapat pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kota Padang terhadap Kinerja SKPD.
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A. PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Sebelum sistem anggaran berbasis kinerja diberlakukan, pemerintah menggunakan sistem anggaran tradisional yang mana sistem ini lebih menekankan pada biaya bukan pada hasil atau kinerja. Sistem anggaran tradisional ini dominan dengan penyusunan anggaran yang bersifat line item budget yang mana proses penyusunan anggarannya berdasarkan pada realisasi anggaran tahun sebelumnya.
Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009:61). Anggaran berbasis	kinerja merupakan anggaran yang menekankan pada prestasi kerja atau hasil.

Melalui penerapan prinsip good governance yang sudah dilakukan	oleh	pemerintah, menuntut adanya reformasi dibidang manajemen keuangan daerah.
Pemerintah Kota Padang mewujudkan pelaksanaan Otonomi
Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus	menyusun rencana pembangunan	daerah	secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Pemerintah Kota Padang menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pelaksanaan kegiatan berdasarkan visi Kota Padang yaitu “Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya”. Misi pada dasarnya adalah merupakan upaya umum yang akan dilakukan untuk dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi ini selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar perumusan strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah yang akan dilakukan selama periode perencanaan. Untuk tahun 2016, Pemerintah Kota Padang

dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran.
Dalam	hal	penerapan anggaran berbasis kinerja, terdapat berbagai masalah yang menjadi kendala dalam menerapkan sistem tersebut, diantaranya adalah pemenuhan kelengkapan dokumen anggaran berbasis kinerja, kurangnya pemahaman atau adanya ketidak samaan persepsi diantara para pejabat unsur perencanaan dan penyusunan anggaran, keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget), efisiensi dan transparansi dalam penganggaranv (operational efficiency), dan fleksibilitas dan akuntabilitas	unit dalam melaksanakan	tugas	dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).


Perumusan Masalah
Berdasarkan penelitian diatas, permasalah yang di dapat adalah bagaimana penerapan anggaran di Pemerintahan Kota Padang ? Apakah sudah berbasis kinerja.

	
B. TELAAH PUSTAKA
Anggaran

Menurut GASB (Governmental Accounting Standards Board), defenisi anggaran (budget) adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu (Bastian, 2006:164), sedangkan menurut Halim (2007:164) anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk satu periode dan periode anggaran biasanya dalam jangka waktu satu

tahun. Selanjutnya Mardiasmo (2009:61) menyebutkan bahwa anggaran merupakan estimasi kinerja yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.Dari pengertian diatas yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai pekerjaan dalam organisasi. dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran merupakan rencana keuangan yang disusun dan digunakan selama periode waktu tertentu.

Anggaran Berbasis Kinerja  
Anggaran  berbasis  kinerja pada dasarnya merupakan sebuah sistem penganggaran yang berfokus pada hasil yang akan dicapai.

Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam penganggaran berbasis kinerja perlu diperhatikan prinsip angaran berbasis kinerja. Prinsip anggaran berbasis menurut Halim (2007:178) adalah sebagai berikut:
1. Transparansi  dan  Akuntabilitas

Anggaran Anggaran harus menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan juga manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari suatu

program/kegiatan yang dianggarkan.

2. Disiplin Anggaran Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara masuk akal yang nantinya dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan,

sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos dan penggunaan dana pada setiap pos anggaran harus sesuai dengan kegiatan yang direncanakan.

3. Keadilan Anggaran Pemda   wajib   mengalokasikan penggunaan anggarannya dengan adil agar dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat tanpa adanya diskriminasi didalam pemberian pelayanan.
4. Efektifitas dan efisiensi Anggaran Penyusunan anggaran harus dilakukan dengan azas efisiensi, tepat waktu dan tepat guna serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Disusun dengan pendekatan Kinerja Penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja mengutamakan pada pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan.

Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja
Tujuan dari anggaran berbasis kinerja adalah untuk:

1. Mengaitkan antara pendanaan dan kinerja yang akan dicapai.
2. Meningkatkan	efisiensi dan transparansi dalam	 hal pelaksanaan pengelolaan anggaran.
3. Meningkatkan  akuntabilitas  dan fleksibilitas	dalam	hal pelaksanakan pengelolaan anggaran.

Komponen Penganggaran Berbasis Kinerja

Penyusunan- anggaran berbasis kinerja memerlukan tiga komponen untuk masing masing program berupa:

1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan. Indikator Kinerja yang digunakan terdiri dari Key Performance Indicator (KPI) diterjemahkan sebagai Indikator Kinerja Utama Program (IKU Program) untuk menilai kinerja program, Indikator Kinerja Kegiatan (IK Kegiatan) untuk menilai kinerja kegiatan, dan Indikator Keluaran untuk menilai kinerja sub kegiatan (tingkatan di bawah kegiatan).
2. Standar Biaya

Standar  biaya  yang  digunakan

merupakan standar biaya masukan pada awal tahap perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan nantinya menjadi standar biaya keluaran.

3. Evaluasi Kinerja

Evaluasi    kinerja    merupakan
Proses penilaian dan pengungkapan masalah implementasi kebijakan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja, baik dari sisi efisiensi dan efektivitas dari suatu program/kegiatan.

Kerangka Kerja Penganggaran Berbasis Kinerja
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Tahapan Penyusunan Anggaran Daerah

Undang-undang	Nomor	17	tahun

2003 menetapkan tahapan penyusunan anggaran daerah sebagai berikut :

1. Pemerintah	daerah menyampaikan kebijakan umum anggaran (KUA) tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.

2. DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraanpendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

3. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.

4. Dalam penyusunan RAPBD, kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD tahun berikutnya.

5. Rencana  kerja  SKPD  disusun

dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

6. Rencana kerja dan anggaran SKPD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam

pembicaraanpendahuluan
RAPBD.

7. Hasil pembahasan RKA disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah

(PPKD)sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun berikutnya.

8.	Pemerintah	daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.

9. DPRD  dapat  mengajukan  usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.
10. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tahapan penyusunan RKA-SKPD adalah sebagai berikut :

1. TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

2. Rancangan surat edaran kepala

Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup :

a) PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan.

b) Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan

sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan.

c) Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD.
d) Hal-hal  lainnya  yang  perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja.

e) Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-

e) SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
3. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

4. Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD disusun dengan

menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka

menengah daerah, penganggaran terpadu dan

penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

5. Pendekatanpenganggaran berdasarkan  prestasi  kerja

dilakukan	dengan

memperhatikan	keterkaitan

antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
6. Untuk	terlaksananya

penyusunan	RKA-SKPD

berdasarkan pendekatan prestasi kerja dan terciptanya

kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil

pelaksanaan program dan kegiatan dua tahun anggaran sebelumnya sampai dengan

semester pertama tahun anggaran berjalan. Evaluasi bertujuan menilai program dan
kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau satu tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
1. Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan

pada tahun yang direncanakan.

2. Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja didasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

3. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja

untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja,

dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA-SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya.

Unsur-Unsur Pokok Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (2008:14),

unsur-unsur dari anggaran berbasis kinerja yaitu :

1. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja merupakan proses yang objektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis
Dan juga menggunakan informasi untuk menentukan keefektifan dan keefisienan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
a. Menentukan Program dan Kegiatan dengan jelas
b. Sistem informasi yang memadai
c. Pihak eksternal
d. Mengukur kinerja yang strategis
	2. Penghargaan
	dan
	Hukuman

	(Reward and Punishment)
	

	Pelaksanaan
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	anggaran
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	sulit
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a. Penerapan insentif atas kinerja yang dicapai dan hukuman atas kegagalannya.
b. Penerapan efisiensi

c. Penahanan atas penerimaan yang diperoleh oleh suatu lembaga
3. Kontrak Kinerja
Apabila sistem anggaran berbasis kinerja telah berkembang dengan baik, maka kontrak kinerja	dapat diterapkan. Atas nama pemerintah, Departemen Keuangan dapat melaksanakan kontrak atas pencapaian suatu kinerja dengan kementerian/ lembaga lainnya dan juga antara menteri dengan unit organisasi yang ada di bawahnya.
4. Kontrol Eksternal dan Internal Kontrol eksternal terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan oleh lembaga yang berada di luar pengguna anggaran.
5. Pertanggungjawaban Manajemen Jika   sistem   penganggaran tradisional menekankan pada kontrol input, maka sistem anggaran berbasis kinerja ditekankan pada output.

Faktor-faktor	yang

mempengaruhi penerapan anggaran berbasis kinerja di Pemerintah Daerah

Adapun kondisi yang harus dipersiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja di pemerintahan	daerah (BPKP, 2005), yaitu:
1) Kepemimpinan  dan  komitmen

dari seluruh komponen organisasi,
2) Fokuspenyempurnaan

administrasi secara terus menerus,

3) Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu dan orang),

4) Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas, dan

5) Keinginan yang kuat untuk berhasil.

Dengan	uraian	di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang disusun berdasarkan pada prestasi kerja dalam organisasi terutama pemerintah daerah yang ingin berhasil menerapkannya, yaitu :
a. Gaya Kepemimpinan Kepemimpinan dapat diartikan adalah suatu proses dimana seseorang dapat memimpin, membimbing, mengarahkan ataupun mempengaruhi pikiran dan tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.
b. Komitmen Organisasi Menurut	Ikhsan	dkk. Dalam Erwati (2009), komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya.
c.	Dukungan Legislatif Selama   dua   dekade   terakhir peran legislatur dalam pembuatan kebijakan publik dan penganggaran semakin meningkat.
d.	Kualitas Sumber Daya Sumber daya yang cukup, yaitu upaya penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kualitas implemantasi anggaran berbasis kinerja (Sembiring, 2009). Sumber daya yang cukup disini adalah termasuk uang, waktu dan orang yang akan melakukan proses pengganggaran berbasis kinerja.
e.	Reward / Penghargaan Reward merupakan	salah	satu metode untuk memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan prestasinya. Reward dapat diartikan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan.
f.	Sanksi /Punishment Punishment adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum Dalam hal ini, hukuman akan diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan. Punishment biasanya berupa sesuatu ganjaran yang dapat memberikan efek jera kepada individu atau organisasi yang diberikan sanksi tersebut. 

Hipotesis
Hipotesis adalah pernyataan tentang sesuatu yang untuk sementara waktu dianggap benar. Selain itu juga, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang akan diteliti sebagai jawaban sementara dari suatu masalah. Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan teoritis, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:“Diduga Proses rekrutmen berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Badan Pusat Statistik Kabupatern Indragiri Hilir”.

Variabel Penelitian  
1. Variabel independenatau variabel bebas merupakan  variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbul variabel dependen. Adapun yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah Proses rekrutmen.
2. Variabel dependen. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.  Adapun yang menajdi variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja Pegawai.

C.	METODE PENELITIAN
Metode	pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Observasi Lapangan (Field Research) untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian dengan cara memberikan kuisioner kepada responden.
b. Studi	Kepustakaan (Library Research) merupakan pengumpulan data yang bersifat teoritis dengan membaca dan mempelajari buku-buku.

Teknik Pengumpulan Data Teknik	pengumpulan	data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :
a.	Penyebaran        angket    / kuesioner.    Angket    adalah
daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk menggali data sesuai
dengan	permasalahan penelitian. Tujuan pokok pembuatan kuesioner adalah
(a) untuk memperoleh informasi yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian, dan 
(b) untuk memperoleh informasi dengan reliabel dan validitas yang tinggi. .

b.	Dokumentasi,   yaitu   dengan
melakukan pengumpulan dokumen- dokumen serta arsip–arsip yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

Jenis dan Sumber Data
1. Data  Primer,  yaitu  data  yang diperoleh langsung dari

responden berdasarkan kuesioner yang disebar yaitu Kepala Bidang Perencanaan, Kasi Kerencanaan, Kasubbag Keuangan dan staf penyusun anggaran pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen laporan, karya tulis orang lain, koran, majalah dan lain-lain

Populasi dan Sampel
3. 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiono : 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) SKPD, dengan jumlah responden sebanyak 116 orang, dimana
4. 
masing – masing SKPD respondennya yaitu kepala bidang perencanaan, kasi perencanaan, kasubag keuangan dan staf penyusun anggaran, terdiri dari :
- Dinas
64 orang
· Sekwan & Satpol PP

8 orang
	- Badan dan Bagian
	32
	

	Orang
	
	
	

	- Kantor
	12
	

	Orang
	
	
	

	
	Jumlah
	116

	orang
	
	
	



Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi. Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi. Pengambilan sampel yang tidak sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi akan menyebabkan suatu penelitian menjadi bias, tidak dapat dipercaya, dan kesimpulannya pun bisa keliru. Hal ini karena tidak dapat mewakili populasi. (Sugiono : 2013) Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh yaitu Suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Teknik Sampling Jenuh merupakan bagian dari Non Probabilitas Sampling atau Non Random Sampling yaitu setiap unit atau individu populasi menjadi sampling tidak sama, bahkan ada unit	populasi	yang	nilai probabilitasnya untuk terpilih menjadi unit sampel adalah = 0 atau = 1. (Agussalim Manguluang : 2010).
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin.
	n 
	N
	

	
	 N e
	

	1
	
	

	
	2
	


Dimana :
n = Jumlah Sampel
N = Jumlah Populasi
e = Taraf kesalahan atau (Standar errror 5 %) maka jumlah sampel yang diperoleh adalah :
	n 
	116
	
	

	
	1  116 0,05
	2
	

	
	
	
	

	
	
	
	


= 89,9
Dibulatkan = 90
Berdasarkan	hasil perhitungan rumus	slovin	maka diketahui jumlah	sampel  minimum	yang harus diteliti sebanyak 90 orang.

Defenisi Operasional Variabel

1. Anggaran Berbasis Kinerja (X) dimana tersusunnya anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berbasis kinerja dari suatu system anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya, dan juga dapat menjamin hubungan yang lebih jelas antara tujuan, sasaran, 
program, dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah dengan enam indikator yang mempengaruhi, yaitu :
a.	Gaya Kepemimpinan (X1)
b.	Komitmen Organisasi (X2)
c.	Dukungan Legislatif (X3)
d.	Kualitas Sumber Daya (X4)
e.	Reward / Penghargaan (X5)
f.	Sanksi / Punishment (X6)

2.	Kinerja  SKPD  (Y)  merupakan variabel dependen dalam penelitian ini, menurut Silalahi (2012) Kinerja dapat diartikan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Dalam penelitian ini, sebelum data dianalisa maka terlebih dahulu dilakukan pengolahan data, dimana penulis akan memberikan nilai ( score ) sesuai dengan item yang akan ditetapkan. Scoring dilakukan dengan menggunakan skala Likert yaitu 5-4-3-2-1. Dimana score masing-masing jawaban pertanyaannya sebagai 
berikut :
1. Sangat Setuju : 5
2. Setuju : 4
3. Kurang Setuju : 3
4. Tidak Setuju : 2
5. Sangat Tidak Setuju : 1

Metode Analisis
1.	Masalah pertama dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna 58 dibandingkan	dengan sekedar angka-angka. Langkah-langkahnya adalah reduksi data, penyajian data dengan flowchart dan teks, kemudian penarikan kesimpulan.
2.	Adapun untuk rumusan masalah yang kedua, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Pada  penelitian  ini,  deskriptif kualitatif komparatif yang digunakan adalah dengan membandingkan prosedur kerja atas alur atau proses penyusunan anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Padang dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006.
3.	Untuk menjawab masalah ketiga dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah Regresi Linear Sederhana
(Simple Linear Regression Analysis) yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pengelolaan data menggunakan software SPPS versi 15.
Model analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
Y = α + β1X2+ β1X2+ β1X2+
β1X2+ β1X2+ β1X2+e
Keterangan :
Y	:  Kinerja SKPD
α	:  Konstanta
β	:  Koefisien regresi
X1	:	Gaya
Kepemimpinan
X2	:	Komitmen Organisasi
X3	:	Dukungan Legislatif
X4	:	Kualitas Sumber Daya
X5	:	Reward    /
Penghargaan		
X6	:	Sanksi / Punishment
e	:	Error

Metode Pengujian Hipotesis
a. Uji Parsial - Uji t (t-test)

Uji t dilakukan untuk menguji apakah secara terpisah variabel

independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik,
diterima dan Ho ditolak. 
	Jika t hitung > ttabel; -t hitung  < -t

	tabel  atau sig <
	
	0,05 maka Ha 

	
	
	


Diterima dan Ho ditolak. Jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel atau sig ≥ maka Ha ditolak dan Ho diterima. 

b. Uji Simultan - Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel

independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik, atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah fix atau tidak.

D.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hasil Analisis

Pembahasan dari Rumusan Masalah Pertama

Adapun hasil pembahasan dari rumusan masalah yang pertama adalah dengan terlihatnya alur penganggaran dalam menerbitkan DPA per SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, yang dimulai dari proses perencanaan yang terhimpun dalam RPJM dan RKPD, hingga KUA dan PPAS keluar

setelah dilakukannya proses pembahasan dengan DPRD dalam bentuk format RKA dan RKA SKPD, yang menghasilkan rancangan Perda APBD, dan setelah disetujui baru menjadi Perda APBD yang tertuang dalam bentuk Penjabaran APBD, yang akan dijadikan pedoman oleh SKPD dalam menyusun DPA nya masing-masing.


Pembahasan dari Rumusan Masalah Kedua

Penerapan anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kota Padang secara garis besar sudah sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006. Berdasarkan Gambar 4.6	yang menampilkan perbandingan alur proses penyusunan anggaran, nampak bahwa Pemerintah Kota Padang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, namun masih ditemui kekurangan yang menyebabkan belum bisa dikatakan sepenuhnya sesuai dengan aturan Permendagri No. 13 Tahun 2016.

Hal ini terlihat dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Efektivitas Tata Kelola

Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 pada Pemerintah Kota Padang Nomor 48/LHP/XVIII.PDG/11/2016, tanggal 223 Desember 2016 dan Surat Teguran Walikota Padang Nomor 700.71/6.e.2/KNJ-PER/2017 terdapat temuan “TAPD dan Banggar DPRD Belum membahas rancangan perda APBD/ P-APBD secara memadai dan Kepala Daerah belum menetapkan nya

secara tepat waktu, serta Pemerintah Kota Padang belum Menyusun Perda APBD/ P-APBD sesuai RKA-SKPD dan ketentuan yang berlaku”.Kondisi tersebut mengakibatkan Pelaksanaan APBD berpotensi tidak sesuai waktu yang direncanakan, hasil pelaksanaan program dan kegiatan berpotensi tidak sesuai tujuan.

Kondisi tersebut disebabkan karena :

1. Kepala SKPD / OPD, TAPD dan Kepala Bidang Anggaran tidak transparan dalam menentukan lokasi atas kegiatan yang telah direncanakan.

2. Kepala SKPD, TAPD, Kepala Bidang Anggaran dan Banggar DPRD lalai tidak memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan tahapan selama proses penyusun APBD mulai dari tahap perencanaan sampai tahap penganggaran.

Kendala-kendala berikutnya yang ditemui	adalah, seperti anggaran yang telah direncanakan belum dapat direalisasikan dengan maksimal sehingga berpengaruh pada penilaian kinerja, kualitas sumber daya manusia masih belum optimal meskipun sudah terwakili dan masih rendahnya tanggung jawab aparatur dinas untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tugas pokok dan fungsi.

GAMBAR PERBANDINGAN ALUR
PENGGANGGARAN
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Pembahasan dari Rumusan Masalah Ketiga

Uji	regresi	linear	berganda digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen	 terhadap variabel dependen.	Besarnya pengaruh variabel	 independen terhadap variabel dependen dapat dihitung melalui suatu persamaan regresi linear berganda, yang menggunakan alat olah yaitu SPSS versi 15, yang dapat dilihat dari tabel berikut :
1.	Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien regresi untuk Gaya Kepemimpinan (X1) sebesar 0.218 dan nilai t tabel sebesar 9 .857 dan nilai t hitung 3,087, dimana nilai t tabel besar dari t hitung, dengan signifikansi (p) sebesar 0.041 lebih kecil dari signifikansi α = 0.05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja SKPD.
2.	Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien regresi untuk Komitmen Organisasi (X2) sebesar 0.246 dan nilai t tabel sebesar 9.857 dan nilai t hitung 3,930 dimana nilai t tabel besar dari t hitung, dengan signifikansi (p) sebesar 0.000 lebih kecil	 dari signifikansi α = 0.05. Dengan demikian	dapat  ikatakan bahwa	Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kinerja SKPD.
3.	Dari  hasil  penelitian  diperoleh nilai koefisien	regresi	untuk untuk dukungan Legislatif (X3) sebesar 0.220 dan nilai t tabel sebesar 9.857	dan	nilai t hitung 3,277	dimana	 nila t tabel besar dari t hitung dengan signifikansi (p) sebesar 0.017 lebih kecil dari signifikansi α = 0.05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Dukungan Legislatif berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

4. Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien regresi untuk Kualitas Sumber Daya Manusia (X4) sebesar 0.235 dan nilai t tabel sebesar 9.857 dan nilai t hitung 3,517 dimana nilai t tabel besar dari t hitung dengan signifikansi (p) sebesar 0.026 lebih kecil dari signifikansi α = 0.05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

5. Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien regresi untuk Reward / Penghargaan (X5) sebesar 0.279 dan nilai t tabel sebesar 9.857 dan nilai t hitung 3,293 dimana nilai t tabel besar dari t hitung dengan signifikansi (p) sebesar 0.032 lebih kecil dari signifikansi α = 0.05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Reward / Penghargaan berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

6. Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien regresi untuk Sanksi / Punishment (X6) sebesar 0.279 dan nilai t tabel sebesar 9.857 dan nilai t hitung 3,829 dimana nilai t tabel besar dari t hitung dengan signifikansi (p) sebesar  0.032 lebih kecil dari signifikansi α = 0.05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwauntukSanksi/ Punishment berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

Pengujian Simultan ( Uji – F )
Pengujian	ini	dilakukan

untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara indikator Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Dukungan Legislatif, Kualitas Sumber Daya, Penghargaan / Reward dan Sanksi

· Punishment terhadap kinerja SKPD secara bersama – sama.

Dari hasil analisis regresi penelitian dapat diketahui bahwa secara bersama-sama indikator variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 17.631

dengan probabilitas 0.000. Probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05 atau 5%, maka dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama faktor gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, kualitas sumber daya, reward, dan punishment berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD. Hasil penelitian ini sama dengan hasil

E. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan analisis data pada BAB IV, maka dapat disimpulkan
hal-hal sebagai berikut :
1. Berdasarkan	pembahasan
dalam	BAB	IV	dapat

disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Padang telah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja dan

telah sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

2. Pelaksanaan APBD berpotensi tidak sesuai waktu yang

direncanakan, hasil pelaksanaan program dan kegiatan berpotensi tidak sesuai tujuan.
3. Kepala SKPD / OPD, TAPD dan Kepala Bidang Anggaran tidak transparan dalam menentukan lokasi atas kegiatan yang telah direncanakan.

4. Kepala SKPD, TAPD, Kepala Bidang Anggaran dan Banggar DPRD lalai tidak memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan tahapan selama proses penyusun APBD mulai dari tahap perencanaan sampai tahap penganggaran.

5. Masih  terdapat  sumber  daya

manusia yang kurang memahami anggaran berbasis kinerja karena kurangnya pelatihan atau diklat tentang anggaran berbasis kinerja ataupun penyusunan anggaran berbasis kinerja.

6. Kurangnya evaluasi terhadap kinerja tahun sebelumnya, sehingga anggaran tahun

berikutnya yang disusun cenderung sama.
7. Berdasarkan Uji Regresi Linear

Berganda untuk melihat Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintah Kota Padang, maka terdapat pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kota Padang.

8. Secara simultan dan parsial terdapat pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kota Padang terhadap Kinerja SKPD.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan,Mmaka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1.	Menambah diklat atau pelatihan tentang anggaran atau penyusunan anggaran

berbasis kinerja secara berkala.

2.	Pelaksanaan    APBD    dimasa akan   datang   harus   sesuai
waktu yang direncanakan agar hasil pelaksanaan program dan kegiatan berpotensi sesuai tujuan.

3. Kepala SKPD / OPD, TAPD dan Kepala Bidang Anggaran lebih transparan dalam menentukan lokasi atas kegiatan yang telah direncanakan.

4. Kepala SKPD, TAPD, Kepala Bidang Anggaran dan Banggar

DPRD harus memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan tahapan selama proses penyusun APBD mulai dari tahap perencanaan sampai tahap penganggaran.

5. Melakukan evaluasi kinerja untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari anggaran yang telah ada, agar bisa memunculkan ide – ide baru,

sehingga anggaran yang disusun tidak cenderung sama

dengan tahun-tahun sebelumnya.

6. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang  sama, sebaiknya jumlah responden yang diteliti adalah seluruh SKPD yang ada pada pemerintah daerah, karena dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil sebagian dari SKPD yang ada.
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